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ABSTRAK

Hendrawan, M. Agus. 2024. Penafsiran hukum terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023. Skripsi.
Dosen Pembimbing Dr. Acmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan
nomor 40/PUU-XXI1/2023 mengenai perkara pengujian formil dan
materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya
ditulis Undang-Undang Cipta Kerja. Penafsiran hakim dalam putusan
tersebut menarik diteliti karena sebelum adanya putusan tersebut, awal
disahkannya Omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja sudah
menimbulkan penolakan dari para aliansi pekerja atau serikat pekerja,
aktivis HAM, hingga mahasiswa. Penolakan tersebut kemudiaan
berlanjut pada gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia pada tanggal 25 November 2021 dan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai
inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memerintahkan
pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam
jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Penelitian hukum ini
merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research).
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan
analisis konsep hukum (analytical dan conceptual approach).

Dalam penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang
dalam putusan MK Nomor 40/PUU-XXI/2023 menggunakan
penafsiran hukum atau metode interpretasi historis. Penafsiran hukum
atau metode interpretasi historis adalah penafsiran yang didasarkan
kepada sejarah terjadinya suatu Undang-Undang. Metode penafsiran
terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara
meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya
Undang-Undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi
interpretasi terhadap sejarah Undang-Undang (wet historisch), dan
sejarah hukumnya (recth historischt).

Kata kunci: Hakim, Omnibus Law, Penafsiran Hukum.
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ABSTRACT

Hendrawan, M. Agus. 2024. Penafsiran hukum terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023. Skripsi.
Dosen Pembimbing Dr. Acmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia handed
down decision number 40/PUU-XX1/2023 regarding the case of formal
and material review of Law Number 6 of 2023 concerning the
stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022
concerning Job Creation into Law against Law The Foundation of the
Republic of Indonesia in 1945 was subsequently written the Job
Creation Law. The judge's interpretation of this decision is interesting
to examine because before this decision, the initial passing of the
Omnibus Law or Job Creation Law had already caused resistance from
worker alliances or unions, human rights activists, and students. This
rejection then continued in a formal trial lawsuit to the Constitutional
Court of the Republic of Indonesia on November 25 2021 and the
Constitutional Court of the Republic of Indonesia decided the Job
Creation Law was conditionally unconstitutional. The Constitutional
Court ordered the government to improve the Job Creation Law within
two years of the decision being read. This legal research is normative
legal research. The research approaches used in this research are the
statutory approach and the analytical and conceptual approach.

In the interpretation of the Constitutional Court judges as stated
in the Constitutional Court decision Number 40/PUU-XXI/2023, they
use legal interpretation or historical interpretation methods. Legal
interpretation or historical interpretation method is an interpretation
based on the history of the occurrence of a law. The method of
interpreting the meaning of a law according to its occurrence is by
examining history, both the history of the law and the history of the
occurrence of the law, or in other words, historical interpretation
includes interpretation of the history of the law (wethistorich), and the
history of the law (recthhistorisch) .

Kata kunci: Legal Interpretation, Judges, Omnibus Law.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar-dasar penyelenggaraan negara telah diatur secara
lengkap dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara, fungsi dan peranan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melandasi
penyelenggaraan negara, fungsi dan peranan UUD 1945 untuk
melandasai penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan
nasional yang dicita-citakan dan merealisasikannya dalam
kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam perjalannya
sebagai dasar penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, UUD
1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.!

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan
salah satu lembaga kekuasaan kehakiman diantara lainnya
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada
dibawahnya.? Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah
Konstitusi memiliki peran strategis dalam mengawal dan
menjamin terlaksanannya prinsip-prinsip dan norma yang
terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi
penyelenggaraan hidup bernegara (the supreme law of the land).
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (the
guardian of the constitution).®

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia memiliki
empat  kewenangan dan satu  kewajiban, diantara
kewenangannya adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

! I Dewa Gede Palguna, “Pengaduan Konstitusional (Constitusional
Complaint)”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 25.

2 Lihat Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

8 Maruarar Siahaan, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia”, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), h. 7.



kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.*

Pengaturan  kewenangan =~ Mahkamah  Konstitusi
mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam
Pasal 51A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilatar
belakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan/
kewenangan konstitusional warga negara yang telah dilanggar
oleh pejabat publik ataupun dirugikan karena pelanggaran
konstitusi oleh suatu Undang-Undang. Hak konstitusional
merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 Tahun 1945.
Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 itu
mencakup hak-hak yang tergolong kedalam hak warga (citizen
right) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi
manusia.’

Pada tanggal 2 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia menjatuhkan putusan nomor 40/PUU-
XX1/2023 mengenai perkara pengujian formil dan materiil
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 selanjutnya ditulis Undang-Undang Cipta Kerja.
Permohonan tersebut diajukan oleh 121 orang perwakilan

1945,

4 Lihat Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

> I Dewa Gede Palguna, “Pengaduan Konstitusional (Constitusional

Complaint)”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 39.
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serikat pekerja atau serikat buruh di semua sub profesinya
masing-masing.

Sebelum adanya putusan tersebut, awal disahkannya
Omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja sudah
menimbulkan penolakan dari para aliansi pekerja atau serikat
pekerja, aktivis HAM, hingga mahasiswa. Penolakan tersebut
kemudiaan berlanjut pada gugatan uji formil ke Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2021
dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan
Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat.
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk
memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka dua
tahun sejak putusan dibacakan. Selama tenggang waktu
tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan masih
berlaku. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden
Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja dengan alasan “kegentingan memaksa”. Adanya Perppu
tersebut menuai penolakan lagi dari berbagai kalangan aktivis
serta serikat pekerja. Mereka menilai dari segi nilai substansi
Perppu Cipta Kerja masih merugikan posisi pekerja. Akhirnya
para serikat pekerja mengajukan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi. Akan tetapi di tengah gugatan tersebut belum
selesai, DPR dan Pemerintah justru mengesahkan Perppu
tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang
disahkan dalam sidang paripurna pada tanggal 21 Maret 2023,
tujuh fraksi di DPR menyetujui pengesahan Perppu menjadi
Undang-Undang. Akhirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 itulah yang kemudian digugat kembali oleh para serikat
pekerja.®

6 BBC News Indonesia, “MK Tolak lima gugatan Serikat buruh dan
kukuhkan Undang-Undang Cipta Kerja — Apa yang digugat dan mengapa regulasi ini
terus ditentang? https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0g33n9plgo. Diakses pada
tanggal 13 Oktober 2023.



https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0q33n9p1qo

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-
XX1/2023, para pemohon mengajukan pengujian formil dan
materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ada
beberapa gugatan pengujian formilnya yaitu Pertama, para
pemohon mengganggap bahwa sebagai Undang-Undang yang
dibentuk berdasarkan proses yang tidak biasa atau abnormal
sebagaimana proses pembentukan suatu undang-undang pada
umumnya sehingga dapat memangkas secara terbatas beberapa
rangkaian proses partisipasi, maka pilthan DPR RI untuk
menyetujui suatu Perppu atau menolaknya selain didasarkan
pada aspek prosedural juga sudah sewajarnya pengujian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mendasarkan pada aspek
sejauh mana urgensitas prosedural memangkas rangkaian proses
pembentukan  Undang-Undang pada umumnya tersebut
dibenarkan yang dalam hal ini melihat dari alasan kegentingan
memaksa lahirnya produk hukum tersebut. Kedua, adanya
pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan
bentuk nyata persekutuan pembangkangan Pemerintah dan DPR
RI terhadap perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020 yang isinya memerintah Pemerintah untuk
memperbaiki UU Cipta Kerja dengan metode yang pasti, baku,
dan standar, partisipasi yang bermakna dalam pembentukan dan
larangan perbaikan/perubahan naskah yang substansial pasca
persetujuan bersama DPR dan Presiden.’

Oleh beberapa gugatan tersebut, kemudian didalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023,
hakim menolak gugatan pengujian yang diajukan oleh para
pemohon. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
tetap memiliki kekuatan hukum mengikat atau dalam maksud
lain Undang-Undang tersebut tetap berlaku.

7 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 40/PUU-XX1/2023, h. 52.
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Dari pemaparan diatas, menarik untuk dilakukan
penelitian sekaligus menjadi titik fokus pada penelitian yaitu
mengenai Penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 40/PUU-XX1/2023.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penafsiran Hakim MK di dalam putusan MK
nomor 40/PUU-XX1/2023 ?
2. Bagaimana akibat hukum penafsiran Hakim MK terhadap
putusan MK nomor 40/PUU-XX1/2023 ?

C. Tujuan
Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan
diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penafsiran Hakim
Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 40/PUU-XX1/2023.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-

XX1/2023.
D. Manfaat
1. Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta
wawasan, terutama terkait bidang Hukum Tatanegara dalam
tatanan teoritis pada masalah penafsiran Hakim Mahkamah
Konstitusi serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 40/PUU-XX1/2023.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu
kontribusi pemikiran guna kepentingan negara, bangsa dan
pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada
masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman
mengenai penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta



akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi

nomor 40/PUU-XX1/2023.

E. Penelitian Yang Relevan

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap
penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu
karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu
hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk
itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya
ilmiah tentang permasalahan penafsiran Hakim Mahkamah

Konstitusi serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 40/PUU-XX1/2023, referensi

tersebut antara

lain:
No | Penelitian Persamaan Perbedaan Teori  yang
digunakan
1 | Penelitian Penelitian Perbedaanya | Teori hukum

karya Isfan | tahun 2020 | dengan acara

Fajar yang | ini penelitian Mahkamah

berjudul kesamaannya | yang Konstitusi.

“Analisis yaitu dilakukan

Putusan membahas penulis  yaitu

Mahkamah mengenai terdapat pada

Konstitusi No. | pertimbangan | analisis

100/PUU- hakim putusan

XI1/2015 Mahkamah Mahkamah

Terhadap Konstitusi Konstitusi

Pengujian UU | dalam yang akan

No. 8 Tahun | Putusan diteliti, serta

2015 Tentang | nomor substansi

Pemilihan 100/PUU- putusan yang

Gubernur, XI1/2015 berbeda.

Bupati dan | tentang

Walikota” 8 pasangan

calon tunggal

8 |Isfan Fajar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-
X11/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, (2020).




serta
membahas
mengenai
kelebihan dan
kekurangan
pemilihan
umum Kepala
Daerah yang

diikuti  calon
tunggal.
Penelitian Persamaan Perbedaanya | Teori hukum
karya Novita | penelitian dengan acara
Akria Putri | yang penelitian Mahkamah
yang berjudul | dilakukan yang Konstitusi.
“Implikasi penulis yaitu | dilakukan
Putusan terletak pada | penulis yaitu
Mahkamah fokus terdapat pada
Konstitusi pengkajian analisis
Terkait Dengan | terhadap putusan
Penambahan putusan Mahkamah
Norma hakim Konstitusi
Penetapan Mahkamah yang akan
Tersangka Konstitusi diteliti, serta
Sebagai Objek | serta  akibat | substansi
Praperadilan hukumnya. putusan yang
(Studi  Kasus: berbeda.
Putusan MK
Nomor
21/PUU-
XI11/2014
Tentang
Pengujian
Pasal 77 huruf
a Undang-
Undang No. 8
Tahun 1981

tentang Hukum




Acara
Pidana)”.’
Penelitian Persamaan Perbedaanya | Teori hukum
karya Khoirul | penelitian dengan acara
Ma’arif yang | yang penelitian Mahkamah
berjudul dilakukan yang Konstitusi dan
“Analisis penulis yaitu | dilakukan teori  siyasah
Putusan terletak pada | penulis yaitu | Qadariyah.
Mahkamah fokus terdapat pada
Konstitusi pengkajian analisis
Nomor terhadap putusan
42/PUU- putusan Mahkamah
XI1X/2021 hakim Konstitusi
Tentang Mahkamah yang akan
Periodesasi Konstitusi diteliti, serta
Masa Jabatan | serta  akibat | substansi
Kepala Desa | hukumnya. putusan yang
Perspektif berbeda serta
Siyasah penelitian
Qadariyah”.% karya Khoirul
Ma’arif
menggunaan
perspektif
siyasah
gadariyah
sedangkan
yang akan
dilakukan
penulis  tidak
menggunakan
perspektif

® Novita Akria Putri, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait
Dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi
Kasus: Putusan MK Nomor 21/PUU-X11/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 huruf a
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”, Skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2015).

10 Khoirul Ma’arif, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-
X1X/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Siyasah
Qadariyah”, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta (2023).




hukum Islam.
Penelitian Persamaan Penelitian Teori hukum
karya  Syifa’ | penelitian tahun 2019 | acara
Muhammad yang ini, titik fokus | Mahkamah
yang berjudul | dilakukan penelitiannya | Konstitusi dan
“Analisis Figh | penulis yaitu | adalah teori figh
Siyasah terletak pada | permasalahan | siyasah.
Terhadap fokus mengenai
Tafsir Hukum | pengkajin tafsir  hukum
Mahkamah terhadap yang
Konstitusi putusan digunakan
Tentang Posisi | hakim oleh
Komisi Mahkamah Mahkamah
Pemberantasan | Konstitusi. Konstitusi
Korupsi Dalam dalam
Putusan menentukan
Mahkamah posisi Komisi
Konstitusi Pemberntasan
Nomor Korupsi dalam
36/PUU- putusannya
XV/20177.11 yang
bernomor
36/PUU-
XV/2017.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian
diatas, pada penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran

Hakim Mahkamah Konstitusi
nomor 40/PUU-XX1/2023
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi

XX1/2023.

serta

dalam putusan Mahkamah

akibat hukum

nomor 40/PUU-

11 Syifa> Muhammad, “Analisis Figh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum

Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019).
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F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam
penelitian ini antara lain teori hukum acara mahkamah
konstitusi dan teori pertimbangan hukum hakim. Teori ini
dikolaborasi dengan konsep Omnibus Law. Dari beberapa teori-
teori dan konsep tersebut nantinya akan menjadi landasan
analisis.

Teori hukum acara mahkamah konstitusi dimaksudkan
sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara
pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah
Konstitusi. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti
Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan
Tatanegara, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait
dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah
Konstitusi.'?

Teori pertimbangan hukum hakim pastinya berkaitan
dengan cara hakim dalam mengemukakan pendapat atau
pertimbangannya berlandaskan fakta-fakta serta alat bukti
dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh
karena itu, hakim memiliki peran central dalam menjatuhkan
putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan harus terdapat
pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang
memberatkan dan meringankan putusan. Pertimbangan tersebut
dibuat sebagai alasan oleh hakim dalam menjatuhkan
putusannya yang berupa putusan pemidanaan yang lain
sebagainya.’®

2 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “Hukum Acara

Mahkamah Konstitusi”, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, 2010), h. 13.

13 Mukti Aro, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”, cet.V

(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 141.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai
suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak
dalam melakukan penelitian.**
1. Jenis Penelitian dan pendekatan
a. Jenis Penelitian
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum
normatif (normative legal research) karena titik fokusnya
adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek,
seperti hal nya teori, sejarah, filosofi, struktur dan
komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan
penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat
suatu undang-undang serta bahasa hukum yang
digunaan.®®
Penelitian ini disebut juga penelitian hukum
normatif, karena hendak menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi.'®
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan
(statute approach) yang merupakan pendekatan untuk
mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian.®’
Pendekatan analisis konsep hukum (analytical dan
conceptual approach) yang merupakan pendekatan
dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum yang dilakukan melalui

4 Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2011), h. 254.

5 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

16 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prenada Media,
2010), h. 35.

1" Ani Purwati, Metode “Penelitian Teori dan Praktek”, (Surabaya: CV.
Jakad Media Publishing, 2020), h. 87.
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penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi
yang diteliti.'
2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan
mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan
penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XX1/2023 serta akibat
hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-
XX1/2023.7
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang
mempunyai kekuatan
hukum mengikat berupa pengaturan perundang-
undangan Indonesia, meliputi :

1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

4) Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 40/PUU-
XX1/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa
buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum,
jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel

18 Jonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

19 Jonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 195.
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hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek
penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum  dikumpulkan melalui  prosedur
inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan,
serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai
permasalahan  penelitian. Oleh karena itu, teknik
pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca,menelaah mencatat
membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penulusuran
melalui media internet yang ada kaitannya dengan
permasalahan penelitian ini.?°

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis,
mendukung, atau member komentar, kemudian membuat
suatu kesimpulan terhadap hasi penelitian dengan pikiran
sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis
penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu
metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi)
tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa
yang seharusnya menurut hukum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi
Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab
yang terdiri dari:
Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

20 Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”,
(Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.
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Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika
Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori Yyang
digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu penafsiran hukum
oleh Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XX1/2023.

Bab ketiga, berisi penafsiran Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor
40/PUU-XX1/2023.

Bab keempat, berisi akibat hukum terhadap terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XX1/2023.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran
yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB YV
KESIMPULAN

A. Simpulan
1. Dalam Metode interpretasi historis yang digunakan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 40/PUU-
XXI1/2023 menunjukkan pentingnya memahami sejarah dan
konteks pembentukan undang-undang dalam proses
penafsiran hukum. Dengan menggunakan metode ini,
Mahkamah dapat memberikan pertimbangan hukum yang
lebih mendalam, komprehensif, dan sesuai dengan maksud
serta tujuan pembuat undang-undang. Metode interpretasi
historis membantu memastikan bahwa penafsiran hukum
tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan
sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi seiring berjalannya
waktu. Metode ini menegaskan bahwa untuk memahami
makna sebuah undang-undang atau konstitusi, penting untuk
merujuk pada konteks sejarah di mana undang-undang
tersebut diadopsi. Hal ini melibatkan analisis terhadap niat
para pembuat undang-undang, latar belakang sosial dan
politik pada saat undang-undang itu diciptakan, serta
peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi proses legislasi.
Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat teks hukum
secara literal, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana
undang-undang itu diharapkan berfungsi dan relevan bagi
masyarakat pada masa itu maupun masa kini. Penafsiran
hukum yang dilakukan dengan memperhatikan konteks
sejarah ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh
Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdasarkan pada teks
undang-undang semata, tetapi juga memperhitungkan
evolusi nilai-nilai sosial dan perubahan dalam pandangan
masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, Mahkamah
dapat menjaga agar keputusan-keputusan yang diambil tetap
relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam
menghadapi dinamika perubahan zaman.

58
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2. Penerapan metode interpretasi historis dalam putusan
Mahkamah  Konstitusi Nomor  40/PUU-XXI1/2023
menghasilkan sejumlah akibat hukum yang signifikan. Salah
satunya adalah penegasan kepastian hukum, dimana
Mahkamah mengambil pendekatan untuk memahami
konteks sejarah pembentukan undang-undang yang terlibat
dalam perkara tersebut. Dengan mempertimbangkan niat
dan tujuan asli pembuat undang-undang, Mahkamah dapat
menyediakan interpretasi yang lebih jelas dan konsisten
terhadap ketentuan hukum yang diperdebatkan.Akibat
lainnya adalah konsistensi dalam sistem hukum. Dengan
menggunakan metode interpretasi historis, Mahkamah
Konstitusi membantu memastikan bahwa interpretasi
undang-undang tidak bertentangan dengan keputusan
sebelumnya atau dengan norma-norma hukum lainnya yang
ada. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk
pengembangan jurisprudensi yang kohesif dan dapat
diandalkan. Selain itu, penerapan metode interpretasi
historis juga mempengaruhi legitimasi dan keabsahan
peraturan perundang-undangan. Dengan mendalami latar
belakang  pembentukan  undang-undang, = Mahkamah
membantu memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut
memenuhi  prinsip-prinsip  hukum yang berlaku dan
mencerminkan konsensus sosial yang ada pada saat undang-
undang itu diberlakukan.

B. Saran
1. Dalam pembentukan suatu undang-undang diupayakan
tidak menghindari hal-hal yang bisa merusak tatanan
hukum di Indonesia, seperti halnya tidak sesuai dengan
aturan pembentukan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Selanjutnya proses secara formil juga
diupayakan tidak dilakukan secara diam-diam, akan
tetapi perlibatan masyarakat luas atau pembahasan
naskah akademik rancangan undang-undang benar-benar
melibatkan steakholder yang terdampak akan adanya
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peraturan perundang-undangan tersebut.

Upaya pembentukan suatu undang-undang, tentu tidak
terlepas dengan pelaksanaan yang diharapkan mampu
berjalan sesuai ideal pemikiran. Maka, adanya UU cipta
kerja diupayakan dalam pelaksanaannya mampu
berjalan sesuai dengan substansi tujuan dan manfaat
yang sudah tertulis didalam UU cipta kerja tersebut.
Pemangku kebijakan dan masyarakat bisa menjanlin
hubungan dalam menjadi aktor suksesi nya UU cipta
kerja.
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